
Pemerintah Kabupaten Jembrana

REVISI RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN   JEMBRANA   2016-2021 I-1

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, maka akan terjadi perubahan yang fundamental
terhadap kewenangan kabupaten/kota.Beberapa kewenangan yang dahulunya
merupakan kewenangan kabupaten/kota ditarik menjadi kewenangan provinsi
maupun nasional. Sejalan dengan perubahan tersebut dengan berakhirnya RPJMD
Kabupaten Jembrana tahun 2011 – 2016 dan dengan dilaksanakan Pilkada serentak
pada tanggal 9 Desember 2015 dan telah dilantiknya pemenang pilkada pada
tanggal 17 Februari 2016 yaitu Bapak I Putu Artha, SE,MM sebagai Bupati
Jembrana, dan Bapak I Made Kembang Artawan, SE,MM sebagai Wakil Bupati
Jembrana; maka perlu disusun RPJMD Kabupaten Jembrana Tahun 2016 – 2021.
RPJMD Kabupaten Jembrana Tahun 2016 – 2021 merupakan tahapan ketiga dari
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana
Tahun 2006 -2025.

Sebagai pelaksanaan periode ketiga dari RPJPD Kabupaten Jembrana 2005-
2025, RPJMD Kabupaten Jembrana 2016-2021 disusun mengacu pada batas
kewenangan Kabupaten/kota serta berfungsi sebagai pendukung pencapaian Tri
Sakti dan Nawacita sebagaimana tertuang pada Perpres Nomor 2 Tahun 2015
tentang RPJMN 2015-2019. Sebagaimana amanat Perpres Nomor 2 Tahun 2015,
Pembangunan Nasional merupakan upaya yang dilaksanakan oleh semua
komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan berbangsa dan
bernegara.Pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan azas demokrasi
dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan
lingkungan serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kewajaran dan
kesatuan nasional.RPJMD Kabupaten Jembrana 2016-2021 sebagai perencanaan
strategis kabupaten memuat visi, misi, dan program kepala daerah serta tujuan,
sasaran, strategi, arah kebijakan Pembangunan Daerah dan Keuangan
Daerahmaupun program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang
disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima)
tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Ruang lingkup Perencanan Pembangunan Nasional dan dokumen
perencanaan terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN),
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis
Kementrian/ Lembaga, Rencana Kerja Kementrian/ Lembaga dan Rencana Kerja
Pemerintah (RKP).Ruang lingkup Perencanan Pembangunan Daerah dan dokumen
perencanaan daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana
Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD),Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja
PD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
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Penyusunan RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2016-2021 sebagai
perwujudan Visi, Misi dan program Kepala Daerah disusun berdasarkan beberapa
pendekatan yaitu:
1. Pendekatan Politik, pendekatan politik ini memandang bahwa pemilihan

Kepala Daerah sebagai proses penyusunan rencana program, karena rakyat
memilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan
yang ditawarkan para calon Kepala Daerah. Dalam hal ini rencana
pembangunan adalah penjabaran agenda-agenda pembangunan yang
ditawarkan Kepala Daerah saat kampanye ke dalam rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah.

2. Pendekatan Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan
metode dan kerangka pikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional
bertugas untuk hal tersebut.

3. Pendekatan Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan
pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan. Pendekatan ini bertujuan
untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.

4. Pendekatan Atas-Bawah (top-down) dan Bawah–Atas (bottom-up), pendekatan
ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Hasil proses tersebut
kemudian diselaraskan melalui musyawarah pemabangunan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Jembrana Tahun 2016-2021 ini,
sejumlah peraturan digunakan sebagai rujukan, antara lain:
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembetukan Daerah-daerah

Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat
dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400 );

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
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7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia Nomor 4438 );

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700 );

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik  Indonesia Nomor 4725 );

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 5234 );

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 5587 ), sebagaiamana telah
diubah beberapa kali, terakhir  dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonsia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia   Tahun   2006   Nomor   96,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4664);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang  Rencana  Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 210);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 994);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang  Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
32);

25. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali (Lembaran
Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 6);

26. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata
Ruang WilayahProvinsi Bali Tahun 2005-2019 (Lembaran Daerah Provinsi
Bali Tahun 2009 Nomor 16);

27. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi BaliTahun 2013-
2018 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 1);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana
Tahun  2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006
Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Jembrana Nomor 30);
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29. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Jembrana  (Lembaran  Daerah  Kabupaten  Jembran  Tahun  2011  Nomor  15,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 );

30. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah  Kabupaten Jembrana Tahun 2012-2032
(Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 27, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 27);

1.3 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara
perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan
dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur
penyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam
hal ini keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan
lainnya sangat menentukan dan diupayakan saling bersinergi.

Gambar 1.1
Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
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Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan
penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya
berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat Arah
Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum,
dan Program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SPKD dan program
kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan
kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Jembrana menjadi pedoman  bagi Perangkat Daerah (PD) dalam wilayah
Kabupaten Jembrana dalam menyusun  Renstra Perangkat Daerah (Renstra-PD),
yang memuat antara lain Visi, Misi, Tujuan, dan Cara mencapai tujuan (strategi).
Renstra  Perangkat Daerah (Renstra-PD) memuat program dan kegiatan indikatif.

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan
kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan
pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman
pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan
oleh Pemerintah Pusat. RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Hubungan RPJMD Kabupaten Jembrana dengan Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Jembrana digambarkan pada diagram 1.2 di bawah ini:

Gambar 1.2
Diagram Hubungan Perencanaan Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang
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Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam penyusunan
RPJMD, mengisyaratkan bahwa Rencana Tata Ruang merupakan dasar dalam
menyusun prioritas program pembangunan.  Rencana Tata Ruang Kabupaten
Jembrana digunakan sebagai dasar penyusunan prioritas program pembangunan
sesuai dengan pusat pengembangan wilayah dan tata guna ruang  Kabupaten
Jembrana.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Jembrana Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB  I. PENDAHULUAN
Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan RPJMD, Dasar
Hukum Penyusunan, hubungan dengan dokumen perencanaan
lainnya, sistematika penulisan, serta Maksud dan Tujuan.

BAB  II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Bab ini menguraikan statistik dan gambaran umum aspek geografi
dan demografi, aspek kesejahteraan mayarakat,aspekpelayanan
umum dan daya saing daerah.

BAB III. GAMBARAN PENGELOLAAN  KEUANGAN DAERAH
SERTA KERANGKA PENDANAAN
Bab ini menjelaskan kinerja keuangan masa lalu, kebijakan
pengelolaan keuangan masa lalu,serta kerangka pendanaan.

BAB IV. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
Bab ini memuat penjelasan tentang isu strategis sebagai dampak
dari kinerja pengelolaan kepemerintahan dalam lima tahun lalu
yang dipakai acuan dalam menyusun visi, misi, tujuan dan sasaran
serta cara mencapai tujuan dan sasaran lima tahun  ke depan.

BAB V. VISI , MISI, TUJUAN DAN SASARAN
Bab Ini menguraikan visi dan misi kepala daerah, serta tujuan dan
sasaran pembangunan setiap misi yang akan dicapai selama lima
tahun ke depan yang dirumuskan bersama para pemangku
kepentingan.

BAB VI. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Bab ini berisi perumusan strategi yang merupakan langkah-langkah
untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah
sebagai dasar perumusan program pembangunan daerah.

BABVII. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
DAERAH
Bab ini berisi tentang kebijakan umum yang merupakan pedoman
penyusunan program prioritas pembangunan jangka menengah
daerah bagi setiap satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja
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perangkat daerah, dan kewilayahan.  Bab ini memuat perumusan
program-program yang akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten
Jembrana dengan memperhatikan renstra  yang disiapkan masing-
masing SKPD yang diintegrasikan dengan visi, misi, kebijakan dan
program (indikatif) yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten
Jembrana tahun 2016-2021.

BABVIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG
DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
Dalam Bab ini diuraikan hubungan urusan pemerintah dengan
SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab
SKPD dan disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada
akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian
indikator kinerja pada awal periode perncanaan.

BAB IX. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
Bab Ini menguraikan penjelasan indikator kinerja daerah yang
diamanatkan oleh Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 yaitu
Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai pengukur kemampuan
penyelenggaraan pemerintah daerah. Bab ini juga menguraikan
Indikator Kinerja Utama sebagaimana amanat Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:
PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman
Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 53
Tahun 2014 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja  Instansi Pemerintah.

BAB X. PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
Bab ini memuat penjelasan  tentang pedoman transisi serta proses,
mekanisme dan metoda pelaksanaan tahunan atas RPJMD ini,
mekanisme perencanaan partisipatif secara berjenjang serta
evaluasi kinerja dan penyusunan laporan pelaksanaan atas kinerja
tahunan dan lima tahunan dengan mengacu pada aturan
perundangan yang berlaku dan arahan kebijakan nasional.

1.5 Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Jembrana Tahun

2016-2021adalah untuk memberikan landasan kebijakan strategis dalam kerangka
pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah. Sebagai suatu dokumen
perencanaan, RPJMD akan digunakan oleh seluruh satuan kerja pemerintah
Kabupaten/Kota sebagai acuan/dasar bagi perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan periode 2016-2021 dan didalamnya tertuang kebijakan-kebijakan
yang perlu ditempuh sebagai bagian dari pelaksanaan visi, misi, dan strategi utama
Pemerintah Kabupaten Jembrana 2016-2021.
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Tujuan penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Jembrana Tahun 2016-
2021 tidak dapat dilepaskan dari proses perencanaan pembangunan sebagaimana
yang tercantum dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Dalam hal ini, tujuannya adalah untuk:
1. Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah kedalam bentuk strategi,kebijakan,

program, dan kegiatan.
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi dokumen RPJMD dengan dokumen

perencanaan pembangunan lainnya, baik secara vertikal maupun horisontal,
sekaligus juga sebagai pedoman dalam melihat dan memelihara konsistensi
antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan
pembangunan.

3. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan,
dan berkelanjutan, sejalan dengan upaya menggeser ketergantungan pada
pemanfaatan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui kepada pemanfaatan
sumber-sumber daya yang dapat diperbaharui.

4. Mengidentifikasi isu-isu pembangunan dan kebijakan perencanaan
pembangunan daerah, sehingga betul-betul bisa berorientasi pada
pemberdayaan masyarakat, dalam rangka mengoptimalkan partisipasi
masyarakat.

5. Melakukan analisis kebijakan perencanaan pembangunan daerah, untuk dapat
merumuskan arah kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah yang
menjamin tercapai pemanfaatan sumber daya secara optimal tersebut di atas.

6. Membagi pencapaian sasaran setiap Perangkat Daerah (PD) dalam rangka
mewujudkan visi dan misi kepala daerah, sehingga tercipta sinkronisasi dan
sinergitas pemahaman antar pelaku pembangunan, baik secara lintas ruang
(spasial), maupun lintas kegiatan (sektoral).


